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RANCANGAN PERATURAN DESA KAPAS

NOMOR 06 Tanyy 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KAPAS

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

KEPALA DESA KAPAS

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa);

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
ditetapkan dengan Peraturan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kapas Tahun

2022.

Undang-Undang Nomor '6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor ¢ Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
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Q‘ publik [n(]on(\ﬂin Mottior 5539); sebagaimana telah
ah he! mor V227 &

diubah h"‘h‘?"ﬂlm REll: permtct v dengan Peraturan Peenma‘h

Nomor 11 b teralr ' Negaa Republik

Tahuy; nbaran

% 1 2()]() (],(\nl lare

Indonesia? Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran
J (

Negara Republik Mdonegin Nomor 6321);
) ]"(‘m(\.rim“h Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber d ari Anggaran ,Pcndapatén
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lemb:aran Negar;x
Republik Indonesia Nom’or 5558), sebagaimana telah
diubah  beberapa kali. terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 ’I,‘ahul’l 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun
2010 tentang Desa (Lembaran Daerah

: Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun
2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Ketia

Pemerintah  Desa  (Lembaran Daerah K
abupat
Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10); paten

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46
tentang Hasil Pengelolaan Tangh Bengko
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahyn 2018

Tahun 2018

k; (Lembaran
Nomor 46)

b

ey
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]‘»Sojonegoro Nomor 2 TahuE
angunan Jangka Menengg'
o Tahun 2018 - 2023;
Bojonegoro Tahun 2019

13. Peraturan Daerah Kabupaten
2019 tentang Rencana Pemb
Daerah Kabupaten RBojonegor®
(Lembaran Daerah Kabupate”
Nomor 2);

14. Peraturan Bupati Bojonegor© Nomor QQ.Tdhlill’;kz/i);i
tentang Daftar I\’(?Wl‘nalngﬁh Desa ”6;‘(1%1_881](?1’1}( i iile
Usul dan Kewenangan Lokal Bel.skala Desa di | a' pate
Bojonegoro (Lembaran Daerah Ka ¥
Tahun 2018 Nomor 29);

bupate

ro NomoT 45 Tahun 2018
an Perangkat Desa
goro Tahun 2018

15. Peraturan Bupati Bojonego
tentang Penghasilan Kepala De€s& d
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojone
Nomor 45);

05 Tahun 2019 tentang

16. Peraturan Desa Kapas Nomor
Menengah  Desa

Rencana Pembangunan Jangka
(RPJMDes) Desa Kapas Tahun 2019-2025;

17. Peraturan Desa Kapas Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kapas.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPAS
dan

KEPALA DESA KAPAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KAPAS TAHUN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

LD
y :nsa badalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wi]
g Aerwenang untuk mengatur dan MENgUrus urusan pemerintaiyah
an’
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akarsa masyarakat, hak

warakat setempat e
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asal usul, dan/atau hak tradisional yane diak! dan ¢
' AT an Negara Kes; T jonesia.
Jstemn pemerintahan 2ar Satuan Re ik In¢ ) )
sistem | Republ Lualitas hidup dan

Pembangunan Desa  adalah  upayg ]wnnu’tk-"'“” Lat Desa
. - sehesar-besarn v, nasyarakad Saat
ehidupan untuk sebe: samya kemakmuran M )
kehiduj akmu mengembangkan
meningkatkan

Pemberdayaan i

" dengan

kemandirian

. T | y; 3 7] P -qn' S(?TTFJ

huan. sikap, kete rampilan, perijaly kemampuan, kesadare
kebijakan, program,

masalah dan

Masyarakat — Degg adalah
dan kesejahteraan masyarakal
pengeta
memanfaatkan sumber daya melaly;j penetapal _
kegiatan dan pendampingan yang segyai dengan coens
Dri\orims kebutuhan masyarakat Desa. iputi
Kewenangan Desa adalah  kewenangan yang & o mehp'u“
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. -
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dar

miliki

adat istiadat Desa.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusarn pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal

yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya
disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.Peraturan

Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh

Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan
¢ Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunanp

————
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o sosial | om
pf"mm'imah"”' pelayanan sosial, dan kegiatan ekon¢ , antar desa yang
‘ V . 1. al ¢ D b
Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pt‘ml):llll%“']» ygkatkan lkualitas
| ‘ aye : eningke
dilaksanaka® dalam upaya. mempercepat  dar m Jlalui pendekatan
jayanan dan pemberdayaan  Masvarakat P€58 melé
pelayan . ' ‘ arakat
partisipati! yang ditetapkan oleh Bupagi/wali Kot | kegiatan yang
. Pembangunan Desa adalah [”,()H(_H tahapal kegia . .
(kan BPD dan unsut

Perencanis ‘ iy
Jkan oleh pemerintah Desp dengan melibs

[natan p(:ngnlokasian
1jaate

dan
pangunan Desa.

aan pembangunarn
h kepala Desa
dan kegotong

dan keadilan

diselenggar

masyarakat partisipatil guna pemar

secara
\ Desa dalam rangka mencapai tujuan Perm
Pembangunan partisipatif adalah suaty sistem l/mngclol ‘
di desa dan Kawasan Perdesaan yang (,Iikoor(JiﬂaSﬂ{an ole

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaﬂﬂ,.
royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamalan

sumber day:

sosial.
Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengu mpulan data
n obyektif masyarakat,

baik spasial maupun sosial mengenai keadaa i
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan

secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya
disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan
Desa periode 6 (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa
adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota
melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang
meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan
kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
atau perolehan hak lain yang sah.
Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial
dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang
dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber
déya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah,
ﬁ:lsznfaatkan dan dipergunakan bagi kese€jahteraan bersama masyarakat
g:r‘:::ngar; aiDnesa adalah semua hak dan ke\.Vajiban Desa yang dapat dinilai
ang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

RKP Desa Kapas Tahun 2022
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11
dan pemberdayaan
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Pembangunan e ) Desa,

o Desi

. Desa adalah dana perimbangan yansg diteri
gan .

pendapatan dap helanja daerah

ma kahupaten/

Masyaraki
25, Alokasi Dani
kota dalam anggaran k;'lbl!rmflfn/kom
getelah dikurangi dana alokasi khusus,
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau dige
Jembaga yang dibentuk oleh masyarakat gesuai ¢

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberc

n nama Jain adalah

put denga
n dan

lengan kebutuha
Jayakan masyarakat

g menyelen ggarakan

Desa.
asli Desa yang

27. Lembaga Ad
fungsi adat istiadat
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyar

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana Kkegia
Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

29, Pendampingan Masyarakat Desa adalah ~kegiatan pemberdayaan
Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian,

dalam penyelenggaraan pembangunan

at Desa adalah merupakan lembaga yan

dan menjadi bagian dari susunan
akat Desa.
tan Pembangunarn dan

Perangkat Desa,

: engarahan, dan
fasilitasi Desa pens Desa dan

pemerintahan Desa.

30. Kader Pemt?grdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa
yang memiliki prakarsa atau /dan yang dipilih oleh Desa untuk
menymbuhkan, mengembangkan  serta menggerakkan rakarsa
partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Dgsa ’

81l t})3a((jie1n Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa édalah
Da an usahé.l yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

esa rn'elﬁalul pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan D
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan a;}l; i -
untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat D<~:'s,1;1S ? fenmya

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Keri i
; ja Pemerintah Desa Kapas Tahu i
sistematika sebagai berikut : n 2022 disusun dengan

B
AB | . PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

RKP Desa Kapas Tahun 2022




BAB I1

BAB III

BAB IV

BAB V

LAMPIRAN

1.2. l,nnda.«mnHulm,v,-,
1.3. Maksud dan Tujuan

1.4, Visi dan Migj
pESA  TAHUN

EVALUASI  PELAKSANAAN — RKP
SEBELUMNYA ( TAHUN 2021)
21 Bidang Pcnyt‘,l(:ng;vur'la“ pemcrintahan Desa

2.2. Bidang Pelaksanaay pembangunan Desa
2.3. Bidang Pembinaan gemasyarakatan Desa
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
3.1. Pendapatan Desa

3.2. Belanja Desa

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala

Desa

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Desa

PENUTUP

1. Berita Acara Musdes Perencanaan Pembangunan;

2. Dokumen Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP
Desa Tahun berjalan;

3. Data Visi dan Misi Desa,;

4. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim
Penyusun RKP Desa;

5. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP
Desa;

6. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa;
7. Daftar  Rencana  Program  dan  Kegiatan

Pembangunan yang Masuk ke Desa;
8. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan;

RKP Desa Kapas Tahun 2022




9. Gambar Desaip Kepintan:

10. Rencana Angparan dan Biaya (I\’/\H];

11, Rancangan RKp Desn Tahun 2022 N

12. Rancangan Dafia, Ustilan RKP Desi Tahun )4()).«3., .

13, Berita Acara Hasil pepyusunan Rancangarn RI
Desa;

] 4k o .’.];
14. Berita Acara Mllg]’(-”h“”” [Desa RKP Desa,

kegiatan

o an
| okumen sk teria usula
15. D 3 skoring  dan  krit¢
perbidang kegiatan:
| .. asatt dan
16. Berita Acara Musdes pembahas

Penyepakatan RKp Desa;
17. Peta Desa;

18. Dokumen Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksgd pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam pelaksanaan
pembangunan Desa Tahun 2022.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh
pelaksanan kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran  (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta
dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah

Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :
a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan social yang berkepanjangan. Atau
b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

RKP Desq Kapas Tahup 2022
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5 dibahas dan

njutnya

> Desa gebagaimana  dimak ¢
I naksud da dan sela

erubahan RK -
akati persama dengan BPD dalam I\dusrvnlnl“ﬂ

lisep
gan Per

litetapkan den aturan Desa.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

garan pendapatan

1) Berdasarkan peraturan Desa ini selanjutnya disusun AnNg

‘ dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, )
2) Hal-hal yang pelum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenal

teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Agar setiap orang menge
annya dalam Lembaran Desa Kapas.

Desa ini dengan penempat

Ditetapkan di : Kapas
: 28 September 2021

= :

pada tanggal

Diundangkan di : Kapas
Pada tanggal : 30 September 2021

SEKRETARIS DESA KAPAS

LEMBA
RAN DESA KAPAS TAHUN 2021 NOMOR 05 TAHUN 2021

RKP Desa Kapas Tahyp 2022
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KEPUTUSAN BADAN PERMUSY Ay A o preaN DESA (BPD)

DESA KAPAS KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

Mengingat

e ——

NOMOR : 06 TAHUN 2021
TENTANG

KESEPAKATAN RAN CANGAN PERATURAN DESA
MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAY pEsSA ( RKP Desa ) DESA

KAPAS TAHUN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN pEsA KAPAS

1.

2,

a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam
skala desa sesyaj dengan daftar skala prioritas
program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan
pemerintah desa, pembangunan,pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) maka perlu dibuat
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
(satu) tahun;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas,

perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa kapas Tahun
2022;

c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana

dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa, perlu
dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa
dan BPD tentang RKP Desa Kapas Tahun 2022;

d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu

ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 422 1),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398)



10.

11.

12.

rahun 2014 tentang Desa
Ta
a Tahun 2014

Undang-Undang Nomoer 6

(Lembaran Negara [ndones?

R il :
Republil Negara Republik

Nomor 7, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan (ndang-Undang Nomor 6 Tahu'n
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah  beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tghun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

tentang ~ Pedoman Umum  Pembangynan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa;



13. Peraturan Daerah g, e BOjONE
abupaten BoJ

15.

16.

17.

18.

19.

goro Nomor 9 Tahun

2010 tentang Deg, (Lembaran Daerah Kabupaten
Bojonegoro Tahun 20 0 Nomor 9);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10
Tahun 2016 tentang Sy qur Organisasi dan Tata Kerja

])(—‘]n(‘l'i”l“h I )(‘.H?] (L(\nll);“‘“n l)ﬂ(’,l'ah Ka})upaten

Bojonegoro Tahun 201¢ Nomor 10);
Peraturan Bupatij Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018
tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46),
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023;
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
Nomor 2);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018 Nomor 29);

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018
tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018
Nomor 45);

Peraturan Desa Kapas Nomor 05 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) Desa Kapas Tahun 2019-2025;

Peraturan Desa Kapas Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kapas.




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Desa Tentang

Peraturan
(RKP Desa) Tahun

Kesepatakan Rancanga
ratt : n
Rencana Kerja Pemerintah Desa Kapas

2022

g[(;:;;bahgs Ren(_:ana Kerja pemerinta
untuk disepakati menjadi P

Kepala Desa e

Ke ini
sepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

h Desa Kapas Tahun
eraturan Desa oleh

Ditetapkan di : KAPAS
Tan :
ggal : 28 September 2021




